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BUPATI SUMBAWA BARAT  

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT 

NOMOR  117  TAHUN 2018 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 huruf d 

angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 

Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi  Nusa Tenggara Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagamana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan 

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Kesehatan; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah 

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah provinsi.  

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah  

7. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.  

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA Kabupaten 

Sumbawa Barat.  

9. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat di bidang Kesehatan.  

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.  

11. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.  

12. Unit Pelaksna Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 

pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.  

13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk 

mencapai tujuan organisasi.  

 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang 

Kesehatan.  

(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui SEKDA.  
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(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.  

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.  

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.  

(7) Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.  

(8) UPTD Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.  

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:  

a. Kepala Dinas;  

b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Subbagian yaitu : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan. 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari: 

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga. 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) Seksi 

terdiri dari: 

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa. 

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi 

terdiri dari : 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan; 

2. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT; 

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 
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f. UPTD Dinas; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.  

 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 

Pasal 4 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis 

(Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah (RPJMD); 

b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, 

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta 

pengawasan pelayanan bidang kesehatan serta pengelolaan sistem informasi; 

c. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan 

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, 

kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan 

kegiatan bidang Kesehatan; 

f. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (AKIP); 

g. pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis daerah 

dibawah koordinasi dinas; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 
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Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 5 

(1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum 

dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan 

keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta 

anggaran dinas Kesehatan; 

b. Pengelolaan data dan informasi di bidang Kesehatan; 

c. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan; 

d. Pembinaan   dan   pemberian   layanan   administrasi pemerintahan yang 

meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi 

dinas; 

e. Pembinaan dan Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas; 

f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas; 

g. Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas; 

h. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas; 

i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di 

bidang Kesehatan; 

j. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi 

bantuan hukum di bidang Kesehatan; 

k. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

Kesehatan; 

l. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan; dan 

m. melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

 

Pasal 6 

Sekretaris membawahi: 

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

(2) Kepala Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan. 
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Paragraf 1 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 7 

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang 

berhubungan dengan bagian umum dan kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; 

b. pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kerasipan serta 

dokumentasi; 

c. pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan 

sistem informasi kepegawaian; 

d. penyusunan rencana kebutuhan, pengoordinasian, pemeliharaan peralatan 

dan perlengkapan di lingkunagn dinas; 

e. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan 

peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan; 

f. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian 

umum dan kepegawaian; 

g. penyusunan dan pelasksanaan standar pelayanan publik dan standar 

operasional prosedur di sub bagaian umum dan kepegawaian; 

h. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 

urusan administrasi umum dan kepegawaian; 

i. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan 

rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; 

j. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas; 

k. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan 

di lingkungan kerja; 

l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan 

perlengkapan kantor dan aset lainnya; 

m. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan 

prasarana di lingkungan Dinas; 

n. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi barang-barang inventaris; 

o. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; 

p. pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta 

hubungan masyarakat; 



8 

 

q. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta 

pemberian penghargaan; 

r. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian 

pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji 

pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

s. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 

kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

t. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; 

u. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin 

pegawai; 

v. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis 

dan fungsional; 

w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan 

kepegawaian; dan 

x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Paragraf 2 

Kepala Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan 

Pasal 8 

(1) Kepala Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program,kegiatan, daan keuangan 

di lingkungan dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub 

Bagian Koordinasi Penyusunan Program dan keuangan, menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub koordinasi penyusunan program 

dan keuangan; 

b. penyusunan rencana kerja dan rencana strategis dinas; 

c. penyusunan rencana kerja anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran dinas; 

d. koordinasi dan panyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah 

(LAKIP); 

e. penyiapan, pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran 

dinas; 

f. pelaksanaan, pengendalian, penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan 

publik dan standar operasional prosedur di sub bagian koordinasi 

penyusunan program dan keuangan; 
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g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 

urusan perencanaan koordinasi penyusunan program dan keuangan; 

h. pengoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan 

pelaksanaan program, kegiatan dan keuangan dinas secara berkala; 

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian koordinasi 

penyusunan program dan keuangan; dan 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

Bagian Kedua 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 

Pasal 9 

(1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

masyarakat, serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 

Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, 

gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar 

operasional prosedur di Sub Bagian umum dan kepegawaian; 

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, 

gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah 

raga; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

 

Pasal 10 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi: 

a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 

b. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

c. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. 
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Paragraf 1 

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 

Pasal 11 

(1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 

teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, serta tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan atasan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

produksi tanaman pangan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga 

dan Gizi Masyarakat; 

b. perencanaan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi 

program Maternal, program Neonatal, prograam Balita/ Prasekolah, program 

Usia Sekolah/Remaja, program Kesehatan Reproduksi, program Kesehatan 

Usia Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, Program 

Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan Masalah Gizi dan Program 

Pengelolaan Konsumsi Gizi ; 

c. pelaksanaan rencana program kesehatan keluarga dan Gizi masyarakat yang 

terdiri dari Pelaksanaan program Maternal, program Neonatal, prograam 

Balita/ Prasekolah, program Usia Sekolah/Remaja, program Kesehatan 

Reproduksi, program Kesehatan Usia Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan 

Kecukupan Gizi,Program Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan 

Masalah Gizi dan Program Pengelolaan Konsumsi Gizi; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan keluarga dan gizi 

masyarakat yang terdiri dari Bimbingan teknis program Maternal, program 

Neonatal, prograam Balita/ Prasekolah, program Usia Sekolah/Remaja, 

program Kesehatan Reproduksi , program Kesehatan Usia Lanjut, Program 

Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, Program Kewaspadaan Gizi, Program 

Penanggulangan Masalah Gizi dan Program Pengelolaan Konsumsi Gizi; 

e. pelaksanaan supervisi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat yang terdiri 

dari program Maternal, program Neonatal, prograam Balita/ Prasekolah, 

program Usia Sekolah/Remaja, program Kesehatan Reproduksi, program 

Kesehatan Usia Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, 
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Program Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan Masalah Gizi dan 

Program Pengelolaan Konsumsi Gizi; 

f. pemantauan pelaksanaan supervisi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat 

yang terdiri dari program Maternal, program Neonatal, prograam Balita/ 

Prasekolah, program Usia Sekolah/Remaja, program Kesehatan Reproduksi, 

program Kesehatan Usia Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan Kecukupan 

Gizi, Program Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan Masalah Gizi dan 

Program Pengelolaan Konsumsi Gizi; 

g. pengevaluasian pelaksanaan supervisi kesehatan keluarga yang terdiri dari 

program Maternal, program Neonatal, prograam Balita/Prasekolah, program 

Usia Sekolah/Remaja, program Kesehatan Reproduksi, program Kesehatan 

Usia Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, Program 

Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan Masalah Gizi dan Program 

Pengelolaan Konsumsi Gizi; 

h. pencatatan dan pelaporan kesehatan keluarga yang terdiri dari program 

Maternal, program Neonatal, prograam Balita/Prasekolah, program Usia 

Sekolah/Remaja, program Kesehatan Reproduksi, program Kesehatan Usia 

Lanjut, Program Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, Program 

Kewaspadaan Gizi, Program Penanggulangan Masalah Gizi dan Program 

Pengelolaan Konsumsi Gizi; 

i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

Masyarakat; 

j. penyusunan laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan 

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

Paragraf 2 

Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 12 

(1) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 

teknis, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Promosi 

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program Promosi Kesehatan yang meliputi bidang Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan, bidang advokasi, bidang kemitraan 

dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan; 
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b. perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bidang 

pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran serta 

masyarakat; 

c. pelaksanaan program Promosi Kesehatan yang meliputi bidang Komunikasi 

Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi, bidang kemitraan dan 

bidang potensi sumber daya promosi kesehatan; 

d. pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bidang 

pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran serta 

masyarakat; 

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program Promosi Kesehatan 

yang meliputi bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan, 

bidang advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi 

kesehatan; 

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program Pemberdayaan 

Masyarakat yang meliputi bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang 

peningkatan peran serta masyarakat; 

g. pemantauan pelaksanaan program Promosi Kesehatan yang meliputi bidang 

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan, bidang advokasi, bidang 

kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan; 

h. pemantauan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi 

bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran serta 

masyarakat; 

i. pencatatan dan pelaporan program Promosi Kesehatan yang meliputi bidang 

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan, bidang advokasi, bidang 

kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan; 

j. pencatatan dan pelaporan program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi 

bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran serta 

masyarakat; 

k. pengevaluasian program Promosi Kesehatan yang meliputi bidang 

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan, bidang advokasi, bidang 

kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan; 

l. pengevaluasian program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bidang 

pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran serta 

masyarakat; dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 
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Paragraf 3 

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 
Pasal 13 

 
(1) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olah Raga; 

b. pelaksanaan rencana program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerjadan 

Olah Raga; 

c. perencanaan program penyehatan air dan sanitasi dasar, program 

penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan pangan, 

program pengamanan limbah dan radiasi, program Kesehatan Kerja, dan 

program Olah Raga berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 

d. pelaksanaan rencana program penyehatan air dan sanitasi dasar, program 

penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan pangan, 

program pengamanan limbah dan radiasi, program Kesehatan Kerja, dan 

program Olah Raga agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan 

ketentuan yang berlaku; pelaksanaan bimbingan teknis program penyehatan 

air dan sanitasi dasar, program penyehatan udara tanah dan kawasan, 

program pengawasan pangan, pengamanan limbah dan radiasi, program 

Kesehatan Kerja, dan program Olah Raga; 

e. pelaksanaan supervisi program penyehatan air dan sanitasi dasar, program 

penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan pangan, 

program pengamanan limbah dan radiasi, program Kesehatan Kerja, dan 

program Olah Raga; 

f. pemantauan pelaksanaan program penyehatan air dan program sanitasi 

dasar, program penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan 

pangan, program pengamanan limbah dan radiasi, program Kesehatan Kerja, 

dan Olah Raga; 

g. pengevaluasian Pelaksanaan program penyehatan air dan sanitasi dasar, 

program penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan 

pangan, pengamanan limbah dan radiasi, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga; 
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h. pencatatan dan pelaporan Pelaksanaan program penyehatan air dan program 

sanitasi dasar, program penyehatan udara tanah dan kawasan, program 

pengawasan pangan, program pengamanan limbah dan radiasi, program 

Kesehatan Kerja dan Olah Raga; 

i. pengkoordinasian lintas program dan lintas sektor terkait penyehatan air dan 

program sanitasi dasar, penyehatan udara, program tanah dan kawasan, 

pengawasan pangan, program pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan 

kerja dan program kesehatan olah raga; 

j. pembentukan dan Pembinaan wilayah sehat serta pemeliharaan lingkungan; 

k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan 

Kerja dan Olah raga; 

l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan olah raga; dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Pasal 14 

(1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dasar mempunyai tugas 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit; 

b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 
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e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 

f. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit; 

g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit; dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

Pasal 15 

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi: 

a. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi; 

b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 

c. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa. 

 

Paragraf 1 

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi 

Pasal 16 

(1) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan 

perumusan   dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan 

imunisasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon 

kejadian luar biasa dan wabah serta penyakit infeksi emerging; 

c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

kewaspadaan dini, dan respon kejadian luar biasa dan wabah serta penyakit 

infeksi emerging; 

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini 

dan respon kejadian luar biasa dan wabah serta penyakit infeksi emerging; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan respon 

kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi 

emerging; 

f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang imunisasi dasar dan 

imunisasi lanjutan dan khusus; 
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g. penyiapan bahan pelaksanaan kebiajakn di bidang imunisasi dasar dan 

imunisasi lanjutan dan khusus; 

h. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus; 

i. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang imunisasi dasar 

dan imunisasi Lanjutan dan khusus; 

j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang imunisasi dasara dan 

imunisasi lanjutan dan khusus; 

k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi;  

l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

Paragraf 2 

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Pasal 17 

(1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular; 

b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular langsung meliputi Tuberkulosis, Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut, HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual, Hepatitis 

dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Penyakit Tropis Menular Langsung; 

Penyakit tular vektor dan zoonotik terdiri dari malaria, zoonosis, filariasis dan 

kecacingan, arbovirosis, Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit; 

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular langsung meliputi Tuberkulosis, Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut, HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual, 

Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Penyakit Tropis Menular 

Langsung; Penyakit tular vektor dan zoonotik terdiri dari malaria, zoonosis, 

filariasis dan kecacingan, arbovirosis, Vektor dan Binatang Pembawa 

Penyakit; 
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d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular langsung meliputi Tuberkulosis, Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut, HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual, 

Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Penyakit Tropis Menular 

Langsung; Penyakit tular vektor dan zoonotik terdiri dari malaria, zoonosis, 

filariasis dan kecacingan, arbovirosis, Vektor dan Binatang Pembawa 

Penyakit; 

e. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular langsung meliputi Tuberkulosis, Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut, HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual, Hepatitis 

dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Penyakit Tropis Menular Langsung; 

Penyakit tular vektor dan zoonotik terdiri dari malaria, zoonosis, filariasis dan 

kecacingan, arbovirosis, Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit; 

f. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular; 

g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular; dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

 

Paragraf 3 

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 

Pasal 18 

 

(1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular serta 

Kesehatan Jiwa mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular serta kesehatan jiwa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular serta Kesehatan Jiwa 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit tidak Menular serta Kesehatan Jiwa; 
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b. penyiapan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik 

dan gangguan immunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan 

kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, ganngguan indera 

dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa 

dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan NAPZA; 

c. pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; 

d. pelaksanaan norma, standar , prosedur, dan kriteria pencegahan dan 

pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan immuonogi, jantung dan 

pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan 

metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak 

dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan 

NAPZA; 

e. pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik 

dan gangguan immunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan 

kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan ganngguan 

indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan 

jiwa dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan NAPZA; 

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan immuonogi, jantung dan 

pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan 

metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak 

dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan 

NAPZA; 

g. pemantauan evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit paru kronik dan gangguan immuonogi, jantung dan pembuluh 

darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, 

dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan 

remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan NAPZA; 

h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pencegahandan Pengendalian 

Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; 

i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit tidak Menular serta Kesehatan Jiwa; dan 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 
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Bagian Keempat  

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 

Pasal 19 

(1) Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 

peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat 

kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 

Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, 

pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta 

sumber daya manusia kesehatan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, 

pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta 

sumber daya manusia kesehatan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, 

pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta 

sumber daya manusia kesehatan; 

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer 

dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, 

pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta 

sumber daya manusia kesehatan; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

Pasal 20 

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi: 

a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan; 

b. Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT; dan 

c. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
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Paragraf 1 

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan 

Pasal 21 

(1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang 

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan 

kesehatan tradisional. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Pelayanan Kesehatan  menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan; 

b. pelaksanaan kegiatan Manajemen Puskesmas, Manajemen Fasilitas 

Kesehatan Lainnya ( Klinik, DPM/Dokkel); 

c. pemantauan / Pengawasan Manajemen Rumah Sakit (Pemerintah dan 

Swasta); 

d. pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan; 

e. perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan  pelayanan kesehatan 

Tradisional Empiris; 

f. perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan 

Tradisional Komplementer; 

g. perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan 

Tradisional Integrasi; 

h. pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah DTPK; 

i. pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Gigi dan Mulut; 

j. pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Indera; 

k. pelaksanaan Program JKN-KIS; 

l. perumusan dan pelaksanaan Program Jamkesda integrasi BPJS; 

m. pelaksanaan Koordinasi LP/LS Program Pelayanan Kesehatan Dasar (PMI, 

BPJS, Dinas Sosial dan Biro Kesra); 

n. pengelolaan Program Medis Dasar, Medis Spesialistik dan Medik Keperawatan 

o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan; 

p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan; dan 

q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 
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Paragraf 2 

Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT 

Pasal 22 

(1) Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRTmempunyai tugas penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan 

kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Kefarmasian, Alkes dan PKRT menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT; 

b. perumusan pelaksanaan Kegiatan kefarmasian, Alkes dan PKRT; 

c. pelaksanaan kajian teknis dan rekomendasi Pengakuan PBF Cabang dan 

Cabang PAK; 

d. persetujuan dan rekomendasi pergantian pimpinan, penanggung jawab, 

penambahan atau perubahan gudang PBF dan PBF cabang; 

e. penerbitan izin usaha kecil obat tradisional; 

f. penerbitan surat keterangan penyuluhan perusahaan rumah tangga Alkes 

dan PKRT; 

g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan terhadap PBF dan PBF Cabang, PAK dan Cabang PAK; 

h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan narkotika dan psikotropika terhadap unit layanan kab/kota; 

i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan 

Makanan Minuman terhadap Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan 

Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS); 

j. pelaksanaan Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan Obat Tradisional , UJG, UJR, UKOT, UMOT; 

k. penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Buffer Stock dan Obat program 

(TB, HIV, Malaria, Diare, Filariasis, Gizi, Vaksin, KIA, frambusia, keswa, 

kusta, hepatitis); 

l. pelaksanaan Pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pemusnahan obat buffer stock dan program; 

m. pencatatan dan Pelaporan obat Buffer stock dan Program; 

n. pelaksanaan Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi Penggunaan Obat Rasional 

dan Pelayanan Kefarmasian; 

o. pelaksanaan pengumpulan data, validasi data, dan Pemutakhiran Data 

terkait data kefarmasian tingkat Kabupaten; 
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p. penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); 

q. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT; 

r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian, Alkes dan 

PKRT;dan 

s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

Paragraf 3 

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Pasal 23 

(1) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya 

manusia kesehatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia 

Kesehatan; 

b. perencanaan dan mengelola kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 

serta pendayagunaan tenaga kesehatan; 

c. penyusunan rencana kebutuhan diklat dan tenaga kesehatan sesuai dengan 

bidang ahlinya; 

d. pelaksanaan analisis dan evaluasi pendidikan dan pelatihan tenaga 

kesehatan; 

e. pelaksanaan bimbingan dan memfasilitasi pelaksanaan diklat tenaga 

kesehatan; 

f. pengumpulan data, mengolah dan menganalisa serta menginformasikan hasil 

registrasi dan akreditasi dibidang kesehatan; 

g. pengelolaan mutu layanan di FKTP dan FKTL; 

h. pelaksanaan Akreditasi FKTP dan FKTL; 

i. Pelaksanaan registrasi SDM Kesehatan 

j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; 

k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia 

Kesehatan; dan 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan 
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BAB V 

ESELONERING 

Pasal 24 

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan 

tinggi pratama. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan 

administrator 

(4) Kepala  Sub  Bagian  dan  Kepala  Seksi  merupakan  jabatan struktural eselon 

IVa atau jabatan pengawas 

 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 25 

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah kabupaten di 

bidang penyelenggaraan urusan bidang kesehatan, kegiatan operasionalnya 

diselenggarakan oleh kepala bidang dan kepala seksi menurut bidang tugas 

masing-masing; 

(2) Kepala dinas, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan 

dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat 

berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya; 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan 

tugasnya wajib menerapkan prinsip kooridnasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplifikasi; 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan 

memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 
 

 

Pasal 26 

(1) Kepala dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan 

tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah; 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memenuhi 

perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-

masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya; 
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(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta 

untuk memberi petunjuk kepada bawahan; 

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 27 

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, 

apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala 

Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya. 

 

 

Bagian Kelima 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Pasal 28 

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Kesehatan, dapat 

dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; 

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Keenam 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 29 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas secara 

profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

 

Pasal 30 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) 

peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan; 
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(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di 

lingkungan dinas; 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 

berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB VII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 31 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi 

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 32 

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya 

pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 33 
 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini 

berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam 

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini 

diundangkan. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumbawa 

Barat yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 
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Pasal 35 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 
 

Ditetapkan di Taliwang  

pada tanggal, 12 Oktober 2018  

BUPATI SUMBAWA BARAT,  

 

 

 

        W. MUSYAFIRIN 

  

Diundangkan di Taliwang   

pada tanggal,  12 Oktober 2018  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMBAWA BARAT, 

 

 

 

 

A. AZIS 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR   117
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  

NOMOR     117     TAHUN 2018 

TANGGAL, 12 Oktober      2018 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  DINAS KESEHATAN 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 
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